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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra-PD) dilandasi dengan semangat otonomi daerah yang

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan

bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD.

2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam perubahan rencana  strategis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional. Telah mengamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai
perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang ( 25
Tahun ), jangka menengah ( S Tahun ) maupun jangka pendek (
1 Tahun ). Berdasarkan hal tersebut setiap daerah harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dan Renc
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA- PD)
adalah dokumen perencanaan PD untuk periode S (lima) tahun
berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) PD serta digunakan sebagai

instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja PD dalam

kurun 5 (lima) tahun.

RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

RPJMD KABUPATEN LAMONGAN

Dokumen perencanaan K/L
dan/atau perangkat daerah RENSTRA PERANGKAT DAERAH

provinsi untuk periode 5 (lima) | Dokumen perencanaan daereh

tahun untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai || Dokumen Perencanaan
dengan erakhirnya masa Perangkat Daerah Untuk
jabatan kepala daerah Periode 5 (Lima) Tahun

= T

RENSTRA PD

Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

=

RENJA PD

Dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk peride 1 (satu) tahun

GAMBAR [.1KESELARASAN DOKUMEN PERENCANAAN

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak
dapat terlepas dari RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja
PD. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi
pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dalam
waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan

penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
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perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan
serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau
fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang
disusun oleh setiap perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan
Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program
pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional.
Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam
Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada
di Renstra PD.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis
perencanaan pembangunan dalam mewujudkan sasaran program
yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-
2026 yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi PD sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01
Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2006 I/E ),

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka
menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan melalui pagu indikatif yang telah
disepakati bersama antara Bupati dan DPRD menjadi Peraturan
Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026,
maka menjadi acuan pokok dalam merumuskan program dan
kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, sasaran dan pendanaan
indikatif @ PD sekaligus menjadi instrument evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Konsep penyusunan Renstra-PD yang mengacu pada
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah
merupakan kesinambungan pembangunan yang belum tercapai
pada kepemimpinan Kepala Daerah yang lalu, serta
mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang sedang dan
akan dihadapi kedepan sehingga dapat terjamin kelangsungannya
secara sistematis, oleh karenanya Renstra-PD dimaksud harus
mencakup berbagai aspek penting kehidupan politik, ekonomi,
sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat sehingga dapat
menjadi penuntun proses menuju tatanan kehidupan masyarakat
dan taraf pembangunan yang hendak dicapai bisa lebih baik dari
sebelumnya, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
timur Tahun 2019-2024 yang merupakan integrasi Kabupaten /
Kota di Jawa Timur maka dalam setiap penyusunan dokumen
perencanaan mengintegrasikan program penanggulangan
kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan ekonomi,
keterlibatan gender dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dalam proses penyusunan Renstra OPD melalui beberapa tahapan
yakni : Persiapan penyusunan Renstra OPD, Penyusunan
rancangan Renstra OPD, Penyusunan rancangan akhir Renstra
OPD, dan yang terakhir yakni Penetapan Renstra OPD. Renstra
merupakan komitmen Dinas PU. Bina Marga yang digunakan
sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Selain itu
dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas PU. Bina Marga dengan
mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta
peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung
pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu “Terwujudnya

Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.
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1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

diantaranya adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594 1);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik -
Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan,
Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar
Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
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1.3

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Lamongan Tahun 2020 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten .

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra PD Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan ini adalah mewujudkan

dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk

periode S5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten

Lamongan 2021-2026, sebagai pedoman penyusunan rencana

kerja tahunan PD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten

Lamongan.
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Penyusunan Renstra-PD. Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah untuk

memberikan gambaran yang jelas tentang Visi, Misi, tujuan,

sasaran serta berbagai kebijakan program kegiatan serta indikator
kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
dan merupakan implikasi dari RPJMD Kabupaten Lamongan

Tahun 2021-2026 berdasarkan pada tugas dan fungsi PD untuk

melaksanakan Misi ke 3 dari RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 2021-2026

adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam rangka menghadapi
dan mengantisipasi perubahan- perubahan serta
perkembangan guna pencapaian tujuan;

2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program kegiatan
yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga;

4. Merupakan penjabaran Visi dan Misi sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021-2026 telah disusun dan disesuaikan
dengan RPJM Propinsi maupun RPJM Nasional,

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah
dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

6. Memudahkan seluruh aparatur Pemerintah Daerah untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
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kegiatan operasional tahunan Dinas PU. Bina Marga dalam
rentang waktu lima tahunan;

7. Mewujudkan panduan bagi Dinas PU. Bina Marga dalam
menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas PU. Bina Marga;

8. Menjamin keselarasan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan pemerintah kabupaten lamongan dengan arah
kebijakan serta program sesuai dengan tupoksi Dinas PU Bina
Marga;

9. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang
memberikan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan
dalam mencapai tujuan yang digariskan Renstra-PD Dinas
Pekerjaan Umum Bina marga Kabupaten Lamongan Tahun
2021-2026, Renstra-PD akan menjadi landasan dalam
penyusunan rencana pembangunan tahunan berupa Rencana

Kerja PD (Renja-PD) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan
Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L
dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta
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pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan RENSTRA-PD

1.4. Sistematika Penulisan
Memuat urutan pokok bahasan dalam menyelesaikan
penulisan RENSTRA-PD, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
Mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian
penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat
Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya PD Memuat penjelasan ringkas tentang
macam sumber daya yang dimiliki PD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber

daya manusia, asset/modal, dan anggaran yang
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dialokasikan untuk Dinas PU. Bina Marga dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD
berdasarkan sasaran/target RENSTRA-PD periode
sebelumnya, untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya
seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap
Renstra K/L dan RENSTRA-PD kabupaten/kota, dan
hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan
dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  STRATEGIS

PERANGKAT

DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih
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Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi
PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari
pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra K/L ataupun RENSTRA-PD

provinsi/kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

3.5.

Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau
dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari
pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan

dan sasaran jangka menengah PD.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan

strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang.
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BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat
Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP
Berisi tentang uraian akhir terkait Renstra yang menjadi
pedoman penyusunan program dan kegiatan PD selama 5

(lima) tahun kedepan.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
2.1.1 Kedudukan dan Tugas

Penyelenggaraan tugas, fungsi dan struktur organisasi
Dinas Pekerjaan Umum Bina marga Kabupaten Lamongan
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 76 Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan mempunyai tugas :

1. Membantu Kepala Daerah dalam perumusan
kebijaksanaan teknik, penyusunan pedoman teknis;

2. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan jalan dan
jembatan, bidang peralatan dan perbekalan;

3. Pengendalian dan pembinaan bidang cabang dinas dan
unit pelaksana teknis lingkup Dinas, secara terpadu
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, keamanan dan kepastian hokum;

4. Pengelolaan data dan penyajian informasi bidang pekerjaan
umum bina marga, pelaksanaan ketatausahaan rumah
tangga Dinas, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebinamargaan;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah dibidang Infrastruktur;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan

Umum kebinamargaan,;
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d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama,
Susunan Organisasi Dengan mengacu pada Pasal 27 Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 76 Tahun 2020, struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Lamongan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Keuangan
3. Bagian Bidang Pengelolaan Jalan
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan
c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan
4. Bidang Pengelolaan Jembatan
a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jembatan
c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan
5. Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
a. Seksi Peralatan dan Perlengkapan
b. Seksi Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan
c. Seksi Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Jalan dan

Jembatan

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi
Daerah  Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga. Dalam
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melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Bina
Marga;

b. Penyusunan rencana teknis pembangunan dan rehabilitasi,
pemeliharaan dan pemantauan;

c. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
jembatan;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis
pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan
jembatan;

e. Penyuluhan dan pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan kepala daerah;

f. Pelaksanaan analisis dan evaluasi tentang peranan dan status
jalan dan jembatan;

g. Pelaksanaan pengawasan fungsional bidang pekerjaan umum
binamarga;

h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan
peralatan / perbekalan serta pemberdayaannya;

i. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;

j- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya,;

. Sekretariat merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap

seluruh organisasi di lingkungan Dinas yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi umum kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan, penyusunan program,
evaluasi dan  pelaporan serta tugas-tugas hubungan

masyarakat:
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Dalam melaksanakan tugas, Bagian sekretariat mempunyai

fungsi:

a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan
bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang
penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang
penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan  pengendalian administrasi keuangan,
administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan
perlengkapan;

f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan
perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan
masyarakat;

g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan
fungsional;

i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana
strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

j- Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang
penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Jalan merupakan unsur pelaksanaan Dinas
yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai tugas mmelaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

~ RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 2021-2026 [ 11-18




koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan,

rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, serta pemeliharaan
rutin.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Jalan

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta
pemeliharaan rutin jalan;

b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang
pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;

d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan,
rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan
rutin jalan; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Jalan dibantu

oleh seksi-seksi yang mempunyai Tugas :

1) Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan mempunyai
tugas :
a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi
dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala jalan;
c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan

Berkala Jalan;
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2)

. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau

Pemeliharaan Berkala Jalan;

Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan dan  pengendalian terhadap kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan

Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan mempunyai

tugas :

a.

Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala
jalan;

Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan
Berkala Jalan;

Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau
Pemeliharaan Berkala Jalan;

Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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3) Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan Rutin Jalan;

b. Menganalisis data dan informasi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;

c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin;

d. Melaksanalan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
pemeliharaan rutin jalan;

e. Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin
jalan;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan pemeliharaan rutin jalan;

g. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-
waktu terjadi bencana alam jalan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Jembatan merupakan unsur pelaksanaan
Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan,

rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan, serta

pemeliharaan rutin jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta

pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
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b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang
pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan
berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan
pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan
gorong-gorong;

d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan,
rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin
jembatan dan gorong-gorong; dan

e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Jembatan dibantu
oleh seksi-seksi yang mempunyai Tugas :
1) Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-
gorong;

b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan
kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan
Gorong-gorong;

c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya
pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan
dan Gorong-gorong;

d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan
Jembatan dan Gorong-gorong;

e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan/atau
Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;

f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,

pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
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pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-
gorong; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

2) Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan mempunyai
tugas:

a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi
dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Gorong-gorong;

b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala
jembatan dan gorong-gorong;

c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya
pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan
Berkala Jembatan dan gorong-gorong;

d. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan
Berkala Jembatan dan gorong-gorong;

e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi dan/atau
Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong ;

f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan
gorong-gorong;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3) Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan

Rutin Jembatan dan gorong-gorong;

b. Menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan

kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dan gorong-gorong;
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. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan dan gorong-

gorong secara rutin;

d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,

pembinaan, pengendalian, dan  pengawasan  kegiatan
pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
. Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin jembatan

dan gorong-gorong;

. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-waktu

terjadi bencana alam Jembatan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana Dinas

yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana dan

Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan

kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan

peralatan dan perbekalan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan

mempunyai fungsi :

a.

Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan

pembinaan dalam bidang Sarana dan Prasarana jalan;

. Pengawasan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana untuk

menunjang kegiatan kebinamargaan yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Daerah;

. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana bidang

kebinamargaan termasuk manajemen pengelolaannya;

. Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk

menunjang kegiatan kebinamargaan;
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e. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang terkait Sarana dan
Prasarana bidang kebinamargaan; dan

f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana dibantu

oleh seksi-seksi yang mempunyai Tugas :

(1) Seksi Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana teknis Peralatan dan Pelengkapan
kebinamargaan,;

b. Perencanaan kebijakan program Peralatan dan Perlengkapan;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan peralatan dan
perlengkapan;

d. Pembinaan monitoring dan evaluasi pengendalian peralatan
dan perlengkapan;

e. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian,dan  pengawasan  kegiatan
peralatan dan perlengkapan;

f. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya

peralatan dan perlengkapan;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan Peralatan dan Perlengkapan;

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Seksi Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana teknis kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan
Jembatan;

b. Melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka
Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;

c. Melaksanakan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
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(3)

d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Leger,
Inspeksi Jalan dan Jembatan;

e. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya Leger,
Inspeksi Jalan dan Jembatan;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Jalan dan
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka
3 mempunyai tugas :

a. Menyusun Rencana Teknis kegiatan Perencanaan dan Monev.
Jalan / Jembatan ;

b. Melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka
Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;

c. Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan
/Jembatan ;

d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis,
pembinaan dan pengendalian kegiatan Perencanaan dan
Monev. Jalan / Jembatan,;

e. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya
Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan,;

g. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh kepala

bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
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6. Bagan Struktur Organisasi
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marg
Kabupaten Lamongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
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KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI SUB BAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG BIDANG BIDANG SARANA
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PRASARANA
JALAN JEMBATAN KEBINAMARGAAN
] ]
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBgliﬁUNAN ____| PEMBANGUNAN/ — PERALATAN DAN
PENINGKATAN
PERLENGKAPAN
PENINGKATAN JEMBATAN
JALAN
SEKSI REH[fll;IKL?’;‘ASI / SEKSI LEGER,
REHABILITASI PEMELIHARAAN —1{ INPEKSI JALAN
DAN — BERKALA DAN JEMBATAN;
PEMELIHARAAN JEMBATAN
BERKALA JALAN
SEKSI SEKSI
SEKSI PEMELIHARAAN PERENCANAAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN DAN MONEV.
RUTIN JALAN L JALAN DAN
JEMBATAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

GAMBAR II.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PU. BINA MARGA

KABUPATEN LAMONGAN
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2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
didukung oleh Personil yang mempunyai latar belakang pendidikan
beragam mulai dari SD sampai dengan S2. Pegawai yang ada pada
saat ini, sebanyak 86 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 46
orang, tenaga kontrak 40 orang, jumlah tersebut jika dibanding
dengan kebutuhan sesuai analisis jabatan masih kurang memadai,
lebih-lebih jika dikaitkan dengan kompetensi personil terhadap
Pekerjaan/tugas yang diembannya. Kekurangan tenaga yang
kompetan ini akan semakin terasa jika tidak segera dilakukan
penambahan, sementara tenaga yang ada banyak yang usianya
mendekati purna tugas disamping mutasi ke PD lain atau keluar
daerah.

Sumber daya aparatur sebagai pendukung dan penunjang
baik secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai
unsur utama penopang terselenggaranya proses kerja aparatur
dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Keberhasilan pelaksanaan tugas suatu institusi sangat tergantung
pada kualitas dan komitmen dari seluruh stake holder yang
mendukungnya.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
selaku unsur teknis pelaksana desentralisasi bidang Infrastruktur
jalan dalam mengemban tugasnya perlu didukung oleh personil
yang memadai baik sisi kualitas maupn kuantitas. Dari sisi sumber
daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Lamongan sampai dengan akhir Bulan
September tahun 2021 tercatat 47 orang, secara rinci dapat dilihat

pada table berikut :
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TABEL II.1 KLASIFIKASI
SDM

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan

Kepegawaian
1 Pegawai Negeri Sipil 46
2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 0
3 Tenaga Kontrak Kerja 40
Total 86

Sumber: Kepegawain Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, 2021

TABEL II.2 Klasifikasi ASN
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Golongan

1 IV 7
2 |10 26
3 | 1II 13
4 |1 -
Total 46

Sumber: Kepegawain Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, 2021

~ RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 2021-2026 | 11-30




TABEL II.3 Klasifikasi ASN

Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan
Berdasarakan Unit dan golongan Ruang

GOLONGAN II GOLONGAN III GOLONGAN IV

URAIAN GOLONGAN I

Total

1 Sekretariat 1 1 1 1 2 3 1 4

2 | Bid. Pemb. 3 3 6 2 3 11 2 2

Jalan

16

3 | Bid. Pemb. 231 6 1 21 4

Jembatan

10

4 Bidang 21 3 4 32 9 1 1
Sarana

Prasarana
Kebinamar

gaan

13

Sumber: Kepegawain Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, 2021

TABEL II.4 Klasifikasi ASN
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan
Berdasarakan Kualifikasi Pendidikan

No Pendidikan PNS | PPPK | TKK | Jumlah
1 | S2 9 9

2 | S1/D4 23 20 43

3 D3 1 1

4 | SMA/Sederajat 14 17 31

5 | SMP/Sederajat 2 2

Sumber: Kepegawain Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, 2021
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TABEL II.5 Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan

JENIS KELAMIN

N RAIAN
o v LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL

1 Sekretariat
ASN 5 2 22
Tenaga Kontrak 10 5

2 Bid. Pemb Jalan
ASN 14 3 23
Kontrak 5 1

3 | Bid. Pemb Jembatan
ASN 10 3 18
Kontrak 3 2

4 | Bidang Sarana Prasarana
Kebinamargaan
ASN 9 23
Kontrak 12 2
JUMLAH 86
ASN Laki-Laki

aki-Laki 38

ASN Perempuan 3
Tenaga Kontrak Laki-laki 30
Tenaga kontrak Perempuan 10

Sumber: Kepegawain Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan, 2021

2.2.2 Aset / Modal

Selain personil, sarana dan prasarana memegang peranan
yang penting dalam menopang keberhasilan pelaksanaan tugas
untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Sumber daya lain yang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset
berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi
sarana dan prasarana Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan
telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan
tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya
penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan September Tahun
2021 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas PU.

Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
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TABEL I1.6 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
DINAS PU. BINA MARGA KAB. LAMONGAN

NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1 Tanah Bangunan 1 M2 Luas = 1,105
2 Tanah Sawah 1 Luas = 15,0006 M2
3 Tanah Jalan 72 11'1,1,;?4; 76,10
4 Bangunan Laboratorium 1 Unit | Luas = 77 M2
) Bangunan Gudang 1 Unit | Luas = 290 M?
6 Bangunan Kantor 1 Unit | Luas = 413 M2
7 Gudang Terbuka 2 Unit | Luas = 478 M2
8 Bangunan Musholla 1 Unit | Luas = 121 M2
9 Panjang Jalan 665,116 Km
10 | Bangunan Jembatan 382 Bh
11 | Bangunan Gorong-gorong :
~ Dalam Kota 20 Bh
~ Luar Kota ( Bangunan ) 137 Bh
12 | Generator 2 Bh | Baik
13 | Vibrator Roller 2 Bh | Baik
14 | Mobil PICK-UP 7 Bh ggz;l;; 1 Rusak
15 | Station Wagon 7 Bh | 7 Baik
16 | Mobil Beban / Truck 9 Unit | 9 Baik
17 Sepeda Motor 13 Bh llQilnz:rilk » 2 Rusak
18 | Walles /Three Whell Roller 9 Bh | 9 Baik
19 | Mesin Ketik 4 Bh | Rusak Berat
20 | Almari Kayu 15 Bh | Rusak Berat
25 Baik ; 12 Rusak
21 | Almari Besi 45 Bh | Ringan ; 7 Rusak
Berat
22 | Meja Tulis Kayu 75 Bh 3(5) gﬁi‘;}f lfiii:a;
23 | Meja Komputer 4 Bh | Baik
24 | Meja Kerja 38 Bh | Baik
25 | Kursi tamu 3 Set 2 Baik ; 1 Kurang

baik
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24 Baik, 10

26 | Kursi Putar 34 Bh Kurang Baik
98 Baik ; 33 Rusak
27 | Kursi Lipat 239 Bh | Ringan ; 162
Rusak berat
28 | Kipas Angin 1 Bh | Baik
29 | Meja Gambar 3 Bh 123:311{1 sak Berat ; 1
30 | CPU Monitor (original) S Bh | Baik
31 | PC 32 Unit | 7 Baik
32 | Note Book 35 Unit | [ Daik, 20 Rusalc
33 | AC 24 Unit é;i’aik ; 7 Kurang
34 | Printer 66 Bh g(;raBtaik ; 6Rusak
35 | Pesawat Telpon S Bh | Rusak Berat
36 | Mesin Cetak gambar 1 Bh | Baik
37 | Panaboard 1 Bh | Baik
38 | Almari Katalog 1 Bh | Baik
39 | Almari Pesawat TV 1 Bh | Rusak Ringan
40 | Kotak Kunci 1 Bh | Baik
41 | Filling Gambar 3 Bh | Rusak Berat
42 | Rak Arsip 6 Bh | Baik
43 | Bufet 4 Bh | Baik
44 | Filing Kabinet 40 Bh z?ngilk ; 10 Rusak
45 | Vidio Record 1 Bh | Baik
46 | Faximile 1 Bh [ Rusak
47 | Amplifier 1 Bh | Baik
48 | Warles 1 Bh | Baik
49 | Pompa Air 1 Bh | Baik
50 | Almari Vibrator 3 Bh | Baik
51 | Band Kas S Bh | Rusak Ringan
52 | Jam Dinding 10 Bh | Baik
53 | Stafolt 4 Bh | Baik
54 | Televisi 4 Bn |2 Dalles 2 Rusak
55 | White Board 5 Bh if’lg:;; 3 Rusak
56 | Kamera 35 Bh llQ?nEZIilk;; 1103151 ussaik
57 | USB Stabilise 3 Bh | Baik
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58 | Handy Came 4 Bh 2‘Ba1k, 2 RusiQ
Ringan

59 | Hummer Tes 3 Bh | Baik

60 | Core Drill S Bh | Baik

61 | Mesin Potong Pohon S Bh 4.Ba1k » 1 Rusak
Ringan

62 | Roll Meter 4 Bh | Rusak Ringan

63 | Handy Talky 3 Bh | Baik

64 | Genset 3 Bn | 2Baik; 1 Rusak
Berat

65 | Gps 1 Bh | Baik

66 Alat Laboratotium Bahan 9 Unit | Baik

Bangunan Konstruksi

67 | Meja Rapat 7 Unit 4'Ba1k ; 3 Rusalk

Ringan

Sumber : Aset Dinas PU. Bina Marga, tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Lamongan sebagaimana tugas dan fungsi PD, untuk periode 5 (lima)
tahun kedepan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten
Lamongan Tahun 2021-2026, kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Lamongan Dalam hal Pemerataan fasilitas umum
melalui penyediaan Sarana dan Prasarana dasar diarahkan untuk
memenuhi, mendukung, mengarahkan Pembangunan Jalan dan
Jembatan wilayah Perkotaan dan pedesaan  dengan tujuan
meningkatkan kelancaran arus lalu- lintas dan meningkatkan
pengembangan perkonomian masyarakat Kabupaten Lamongan
dengan pencapaian yang diperoleh dari Implementasi tersebut
menunjukan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan selama rentang waktu S ( lima ) tahun.
Kinerja pelayanan adalah peningkatan kerja pelayanan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana
tugas dan fungsi PD, untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 76

Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dinas Kabupaten Lamongan.
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Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabup

Lamongan adalah :

1. Meningkatnya Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap;

2. Meningkatnya Jembatan Kabupaten dalam kondisi Mantap;
Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Lamongan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun

2016-2021 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau

indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :
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Tabel II.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

Target

Indikator Kinerja Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
. | Target | Target .

Tugas dan Fungsi Lainnya

No Perangkat Daerah NSPK IKK

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 [Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 9%| 100 9%| 100 %| 100 %| 100 %|- % 100 %| 100 %| 100 9%| 100 %|- %

2 |Adminitrasi
Keuangan 100 %| 100 %| 100 %| 100 9%| 100 %]| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %|- % 100 %| 100 %| 100 %| 100 %|- %
Perangkat Daerah

3 |Adminitrasi
Kepegawaian 100 %| 100 9%| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %|- % 100 %| 100 %| 100 %| 100 %|- %
Perangkat Daerah

4 |Adminitrasi Umum

100 %| 100 9%| 100 %| 100 9%| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 %|- % 100 %| 100 9%| 100 %| 100 %|- %
Perangkat Daerah

5 |Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

100 %| 100 %| 100 %| 100 %| 100 9%| 100 9%| 100 %| 100 %| 100 %|- % 100 %| 100 %| 100 9%| 100 %|- %
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Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

100

100

100

100

100 %

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

Prosentase Jalan
Kabupaten dalam
kondisi baik

85,89

%

88,22

%

90,56

%

92,89

%

95,22 %

90,71

%

90,62

%

92,38

%

92,93

%

105,6

%

Prosentase Jalan
Poros Strategis
dalam kondisi baik

69,21

%

87,24

%

90,84

%

92,61

%

946 %

83,64

%

88,24

%

91,84

%

93,35

%

120,8

%

1011

%

101,1

%

100,8

%|-

%

Jumlah Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik

74,51

%

75,69

%

77,25

%

78,82

%

80 %

76,43

%

78,6

%

77,6

%

78,91

%

102,6

%

103,8

%

100,5

%

100,1

%|-

%

10

Jumlah Jembatan
Poros Desa dalam
kondisi baik

74,02

%

90,57

%

93,4

%

96,23

%

98,11 %

87,74

%

91,51

%

94,34

%

95,28

%

118,5

%

101

%

101

%

99,01

% |-

%
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Untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga
juga dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya perkembangan
pendanaan yang meliputi : pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
Perkembangan pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kab. Lamongan melalui penyewaan alat berat dalam lima
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I1.8
PERKEMBANGAN PAD DAN REALISASI PERSEWAAN

ALAT BERAT DINAS PU. BINA MARGA KAB. LAMONGAN

PAGU REALISASI | PERSENTASE
NO | TAHUN
ANGGARAN | ANGGARAN ANGGARAN
1 2016 24.500.000 30.840.000 125%
2 2017 40.000.000 40.960.000 102 %
3 2018 45.000.000 47.420.000 105 %
4 2019 85.000.000 85.140.000 101 %
5 2020 85.000.000 75.535.000 88,9 %

Dari tabel dapat kita lihat pencapaian target pendapatan asli daerah
yang bersumber dari penyewaan alat berat pada tahun anggaran 2016
dan 2019 lebih dari 100 %.
target tidak dapat dicapai. Hal ini diakibatkan adanya :

Namun pada tahun anggaran 2020,

1. Alat berat yang ada sudah berumur (tua) sehingga sering mengalami
kerusakan.

2. Alat berat banyak yang digunakan untuk penanganan pasca bencana
alam, maupun pelayanan masyarakat seperti pembukaan jalan
maupun kebutuhan pelayanan masyarakat lainnya.

3. Adanya dampak dari wabah corona sehingga terjadi kurangnya
penyewa alat berat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga membutuhkan pendanaan yang besar, dan untuk itu

dituntut pengelolaan keuangan dan juga program kegiatan yang baik

dan berkomitmen. Perkembangan Dinas

pendanaan pelayanan

Pekerjaan Umum Bina Marga lima tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Uraian

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

Tabel 11.9

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
@ ) ©) “) ®) © | ®) ©) (10) an (a2 | a3 | a4 | 15 | ae

Belanja Tidak 3.666.740.000 3.602.140.000 | 4.009.790.000 | 4.385.138.500 3.665.740.000 | 3.509.172.491 4.008.925.000 3.940.040.022 - 100% | 97% | 100% | 90% -
Langsung
Belanja Langsung| 200.480.912.750| 142.242.161.400| 82.023.245.780| 33.508.407.189 197.844.912.750 |142.242.161.400 | 82.033.953.000 | 33.203.607.189 - 99% | 100%| 100% | 99% -
Total Belanja 204.147.652.750| 145.844.301.400| 86.033.035.780| 37.893.545.689 - 201.510.652.750 |145.751.333.891 | 86.042.878.000 | 37.143.647.211 - 99% | 100%| 100% | 98% -
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TABEL II.10
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke-
liceiany 2 oo 20 | 20
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 02 7 18 19 2020 2021
1
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 -12 13 14 -15 -16
Program Pelayanan Administrasi 590.516.600 623.041.600 872.748.000 811.210.000 - 503.618.714 545.861.835 836.720.454 690.381.424 - 85% 88% 96% 85% -
Program Peningkatan sarana dan R B o o o o B
prasarana 322.544.800 539.619.800 615.000.000 770.169.000 243.116.550,00 499.505.250 594445000 762.989.000 75% 93% 97% 99%
Program Peningkatan Displin o o
Aparatur : 44.000.000 85.150.000 B B B 43.200.000 84480000 B B - 9Bk | 9% - B
Program Peningkatan _ _ _ _ _ - P 0 - -
KapasitasSumberdaya aparatur 20.000.000 38.800.000 21.500.000 34.729.200 20865400 0% 7k
Peningkatan Pengembangan
51‘sterT1 capaian Pelaporan capaian 70.000.000 75.000.000 105.000.000 115.000.000 - 69.980.000 65.265.700 102291700 112.215.600 - 100% 87% 97% 98% -
kinerja keuangan
Program pembangunan Jalan dan 2.232.293.92 o o o o
Jembatan 8.129.116.000 3.250.000.000 9.450.000.000 2.988.000.000 - 7.815.861.464 3.089.792.710 9249379011 0 - 96% 95% 98% 75% -
Program pembangunan Saluran 3.673.800.000 5.142.000.000 - - - 3.008.602.900 - - S| os2% | 97% - - -
Draenase /gorong?2 R T T 4.995.221.100
Program pembangunan R B R R B B o o R B B
turap/ talud/bronjong 6.895.000.000 5.300.000.000 6.757.170.000 4367.641.500 98% 82%
gﬁfiﬁasi/Pemeliharaan jalan 111.537.330.000 50.789.500.000 4.378,537.260 ; 107.884.790.786 337588000 || gzg | 729 | 43% 77% ;
. ) T T 16.818.805.000 R e 36571415428 | 7.282.657.449 0 . ’ ’ .
dan jembatan
Program tanggap darurat jalan B B _ B B B o o R ~ B
dan jembatan 8.125.000.000 7.460.000.000 7.418.280.350 7132.992.395 91% 96%
Program Inspeksi kondisi jalan o o
dan jembatan 200.000.000 100.000.000 - - - 191.246.000 89.892.000 - - - 96% 90% - - -
Program Penyusunan sistem 100.000.000 . . - - 95.900.000 - . - - 96% - - - -
informasi/ data Base jalan
Program Pembangunan 9.905.252.35 o o o o
Infrastruktur Perdesaan 58.181.605.350 66.985.200.000 44.975.000.000 13.518.690.929 - 57.408.730.350 64.819.382.000 42.872(.]997.62 0 - 99% 97% 95% 73% -
Program Peningkatan Sarana dan 10.050.174.2 o o o
Prasarana Kebinamargaan . 1.895.000.000 9.183.000.000 10.622.000.000 . . 1.860.607.415 | 8.783.233.035 86 . i 9Bk | 96% 5% .
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PU. Bina
Marga kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui
dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam
kebijakan pelayanan Dinas PU. Bina Marga dalam mendukung
pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini
merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Bappeda Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW
Kabupaten Lamongan dan hasil analisis terhadap KLHS.
2.1.1 Tantangan
Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat
disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas
PU. Bina Marga dalam memberikan pelayanan antara lain :
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi
Sejalan dengan adanya program pembangunan
strategis tingkat Nasional, dan Propinsi yang ada
dikabupaten Lamongan, hal tersebut akan membawa
dampak tumbuhnya berbagai sektor perekomian di segala
bidang, diantaranya sektor Pertanian, Perikanan,
Industri, Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Pendidikan,
Pelayanan Kesehatan, dan sektor lainya. Sebagai
konsekuensi dari pertumbuhan tersebut dituntut
pelayanan infrastruktur jalan yang handal dan
mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Program
Pembangunan dan peningkatan jalan/jembatan yang ada
di Dinas PU.Bina Marga, harus berorientasi pada
pemenuhan tuntutan masyarakat industri, dan pelayanan
pengguna jalan yang lain. Program infrastruktur jalan
harus mengedepankan kualitas jalan, penyesuaian kelas
jalan, penyesuaian kondisi alam,penyesuaian volume dan
jenis kendaraan yang lewat dan percepatan penanganan

kerusakan jalan.
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2. Tersedianya data kondisi infrastruktur jalan/jembatan
yang akurat dan terkini ( Real time)

Pada dasarnya Bidang Pengeloaan Jalan, Bidang
Pengelolaan Jembatan dan bidang Sarana dan Prasarana
kebinamargaan perlu peningkatan kepemilikan data
berupa tingkat kerusakan jalan dan jembatan, data
kerawanan lokasi kelongsoran jalan, data rawan pohon
tumbang, data banjir dan genangan air pada ruas — ruas
jalan di musim hujan, dan juga data - data
penyelenggaraan jalan yang lain, berua data, Ruang Milik
Jalan ( Rumija), Ruang Pengawasan Jalan ( Ruwasja).
Dengan adanya data — data tersebut dapat dipakai sebagai
acuan dan dasar dalam perencanaan dan penyusunan
program pada dinas PU. Bina Marga.

Data jaringan jalan dan jembatan serta berbagai data
lainnya. Akan tetapi untuk dapat menjamin ketepatan
sasaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan
pembangunan masih diperlukan data primer maupun
sekunder yang dapat memberikan keyakinan bahwa
benefit/manfaat maupun dampak yang diharapkan atas
pelaksanaan kegiatan akan dapat dipenubhi.
Selanjutnya capai-capaian kegiatan tersebut akan
dievaluasi guna merumuskan berbagai perbaikan yang

diperlukan untuk meningkatkan kinerja bidang.
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3. Terbatasnya Dana APBD

Walaupun secara bertahap besaran dana APBD
yang dapat dialokasikan untuk membiayai belanja
langsung pengadaan barang kebutuhan publik telah
dapat dinaikan dari tahun ke tahun akan tetapi jumlah
tersebut dirasakan masih belum mencukupi. Langkah-
langkah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, penajaman
prioritas, upaya mendorong partisipasi masyarakat dan
dunia usaha dalam berpartisipasi mutlak diperlukan.

4. Sinkronisasi kajian perencanaan terhadap RPJM Nasional
maupun Provinsi maupun pendekatan pola/pembangunan
yang akan dijalankan di Kabupaten Lamongan (sarpras)

5. Permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan;

Dalam Pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten
Lamongan banyak permasalahan yang menyebabkan
terjadinya kerusakan jalan, baik dari faktor alam maupun

faktor teknis.

2.1.2 Peluang (Opportunity)

1. Sosial Kontrol

Kemajuan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan
berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat.
Masyarakat akan semakin aktif berpartisipasi dalam
mengambil inisiatif dalam urusan-urusan publik.
Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang
antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan
media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan
melakukan  pengawasan terhadap penyelenggaraan

pembangunan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan yang dilaksanakan serta upaya

pemeliharaan atas hasil- hasilnya menuntut adanya
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peningkatan kemampuan dalam penguasaan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam
prakteknya hal ini dikemas menjadi berbagai peraturan
yang wajib dipahami agar dalam penerapannya tidak
terjadi penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan
kemampuan SDM Aparatur baik Pemerintah Kabupaten
maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat selalu
menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam
rangka meningkatkan keterampilan Aparatur.

. Penegakan Hukum

Peningkatan perwujudan masyarakat yang sadar hukum
akan lebih memberikan akses terhadap informasi yang
dibutuhkan dan akses terhadap pelibatan dalam proses
pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan.
Penuntasan penanggulangan, penyalahgunaan wewenang
dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik. Peningkatan intensitas dan
efektivitas pengawasan melalui pengawasan internal,
pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat akan
mendorong peningkatan etika, budaya kerja, pengetahuan

dan pemahaman pada tata kelola pemerintahan yang baik.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu
strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum
menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah
daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu
isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum
terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal
pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis
terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi
isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat
daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi,
telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap
Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai
sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi
rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat
mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan

untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar
dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan Dinas PU. Bina Marga, dilakukan identifikasi permasalahan-
permasalahan pelayanan Dinas PU. Bina Marga yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas PU.
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No

Bina Marga berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai

berikut:

TABEL III.1 PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT

Masalah
Pokok

Belum
Semua
Jalan di
Kabupaten
Lamongan
dalam
keadaan
baik

Masalah

1. Faktor Alam
yang ada di
Kabupaten
Lamongan,
utamanya
faktor
Topografi,
Kondisi

Existing Jalan,

DAERAH

Akar masalah

1. Topografi dataran
Kabupaten Lamongan
yang sebagian besar,
utamanya wilayah utara
elevasinya rendah,
sehingga rawan
terhadap banjir /
genangan air di musim

hujan yang mana akan

Faktor-faktor yang

mempengaruhi

Internal
Tidak memiliki
peralatan yang
memadai pada
saat perbaikan
jalan yang

tergenang air

Eksternal

Faktor curah
hujan yang
tinggi dan
banjir /
genangan air
di musim
hujan. Serta
terjadi

Longsor pada

dan rendahnya | menyebabkan kondisi badan jalan
nilai daya tanah tidak stabil dan
dukung tanah. | mempercepat kerusakan
jalan.
2. Sebagian besar ruas- Belum Kondisi
ruas jalan yang ada di maksimalnya pemanfaatan
Kabupaten Lamongan perencanaan tanah yang
kondisi existing badan yang berada di
jalannya berupa mempertimbang | sekitar jalan

sawah /tambak, sungai,
dan saluran air. Hal ini
sangat berpengaruh
terhadap kondisi muka
air tanah pada lapisan
tanah dasar
(grade/subgrade), dan
juga berakibat rawan

longsor.

kan kondisi
daya dukung
tanah dasar,
kondisi existing
jalan, dan
bangunan
pelengkap
lainya dalam
satu produk
hasil

perencanaan
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DED yang

terintegrasi
3. Kondisi elevasi muka | Diperlukan Meluapnya air
air tanah yang tinggi perencanaan sungai saat

(MAT), hal ini
berpengaruh terhadap
nilai daya dukung
tanah dasar
(grade/subgrade). Hal
ini mengakibatkan daya
dukung tanah turun
(terutama di musim
hujan. Dimana daya
dukung tanah
merupakan
kemampuan tanah
untuk menahan
tekanan yang akan
menopang konstruksi
jalan dan beban yang
ada di atasnya.

4. Lapisan Permukaan
tanah mempunyai nilai
daya dukung yang
rendah / CBR
(California Bearing
Ratio) dan nilai
Kembang susut tinggi

(Expansive & soils).

dan penelitian
yang lebih
mendalam guna
mengatasi
kondisi alam

tersebut.

hujan dan
tidak bisa
mengalir
lancar ke laut
menyebabkan
tergenangnya
air pada ruas

jalan
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2. Faktor
Teknis,
terlampaunya
umur rencana
jalan,
Peningkatan
volume dan
tonase
kendaraan dan
minimnya
system

drainase jalan.

1. Kondisi Umur

Layanan Jalan (Life
Time) sudah
mencapai batas,
sehingga perlu
penanganan
kerusakan jalan
sampai dengan
peningkatan
konstruksi pondasi
jalan, Hal ini
mengakibatkan
mahalnya nilai
penanganan jalan di
Kabupaten

Lamongan.

Adanya dokumen
perencanaan dan
leger jalan serta
penanganan
Konstruksi
setiap ruas jalan
dan jembatan
kabupaten yang
berkesinambung

arn.

melebihi kelas

jalan yang ada.

. Peningkatan volume

kendaraan dan
kelebihan tonase
kendaraan yang
melintasi jalan
Kabupaten sebagai
dampak dari
peningkatan
perekonomian di
Kabupaten
Lamongan yang
mempercepat

kerusakan jalan.

1. Peraturan
perencanaan
yang
mengharuskan
Jalan Kabupaten
masuk kelas III
dan MST 8 Ton.

Kewenangan
pengendalian
tonase
kendaraan
berada di

Institusi lain.

Minimnya system
drainase/saluran air
yang berfungsi
sebagai pematusan
jalan serta Tembok
Penahan Tanah
(TPT),pada ruas —
ruas jalan yang

rawan longsor

Tingginya/
Mahalnya biaya
pembangunan
infrastruktur
pendukung jalan
(TPT, saluran
drainase, Gorong

— Gorong)

System
pengendalian
banjir di
kabupaten
Lamongan
kurang

maksimal.
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3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI LAMONGAN
Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka
berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi

Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah
Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan
semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara
komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna
yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai
kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.

2. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya
Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir
batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi
dan sumber daya manusia di Jawa Timur.

3. Berkeadilan adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan
yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi
sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi
ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna
keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang
secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan

kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan
2021- 2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai
berikut :
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Misi 1

Tujuan :

: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui

Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah. Misi ini
terfokuskan untuk terwujudnya pertumbuhan yang
inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan
dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses
serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan
masyarakat. Representasi ketercapaian atau
keberhasilan dari misiini yakni meningkatnya jumlah
investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan
dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu,
Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan
pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi
keluarga dan perempuan terjamin.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif

melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelaku Ekonomi

2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

3. Meningkatkan Efektivitas Investasi

Misi 2 :

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan
Berakhlak Mulia Yang Responsive Terhadap
Perubahan Zaman. Misi ini terfokus untuk
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan
Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia
tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan
Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan
Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat.
Selain itu Misi dua juga akan fokus pada

peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.
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Tujuan :Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
yang Berdaya Saing.

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar
Pendidikan

2. Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Kesehatan
masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kepemudaan

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Misi 3 :Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan
Yang Berwawasan Lingkungan. Misi ini terfokus pada
Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang
merata dan berkualitas.

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap
Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

3. Meningkatnya Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana

Misi 4 :Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang
Sejahterah, Religius -Berbudaya, Aktif Dalam
Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan
Tentram. Misi ini terfokus pada Peningkatan
Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran,
solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas
ketentraman dan ketertiban lingkungan
meningkat. Kesalehan sosial juga dapat
direpresentasikan dengan menjaga kelestarian
nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap

pemerlu kesejahteraan sosial.
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Tujuan :Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi
Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan
Lokal.
Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :
1. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakt Pemerlu
Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya toleransi
Meningkatnya rasa aman masyarakat
Meningkatnya solidaritas masyarakat dalam bergotong
royong

5. Meningkatnya Kelestarian Budaya

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang
Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi
Birokrasi. Misi ini terfokus pada peningkatan
Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan
yang berkualitas. Representasi tercapaianya
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang
Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas
adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan
Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas
Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui
Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap
Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan
hingga ke Desa.

Sasaran dari tujuan yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif

2. Meningkatnya Kapasitas (ASN) Daerah

3. Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
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4. Meningkatnya Kemandirian Desa

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Lamongan dengan Visi, Misi dan Program
Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada
Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut :
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TABEL III.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN

Visi/ Misi / Tupoksi OPD Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi
Program Kerja Permasalahan Pendukung Penghambat
Bupati/ Wakil

Bupati

Visi : 1. Perumusan Kondisi Umur | 1. Adanya 1. Rendahnya kesadaran
“Terwujudnya kebijakan teknis Layanan Jalan | Rencana masyarakat (pengguna
Kejayaan bidang Pekerjaan (Life Time) Pengembangan | jalan)
Lamongan yang | Umum Bina sudah Jalan Baru 2. Peningakatan lalu
Berkeadilan” Marga; mencapai sesuai dengan lintas dan Tonase

2. Penyusunan batas, sehingga| Visi dan Misi kendaraan yang melintas
Misi 3 : rencana teknis perlu Bupati melebihi kelas jalan yang
“Mewujudkan pembangunan dan | penanganan Kabupaten ada
Infrastruktur rehabilitasi, kerusakan Lamongan 3. Faktor curah hujan
Handal Dan pemeliharaan dan | jalan sampai untuk yang tinggi, banjir /
Berkeadilan pemantauan; dengan menjadikan genangan air di musim
Yang 3. Penyelenggaraan | peningkatan Infrastruktur hujan.
Berwawasan pembangunan dan | konstruksi Jalan Mantap 4. Kondisi existing
Lingkungan” pemeliharaan jalan | pondasi jalan dan Alus badan jalan berupa

dan jembatan; Lamongan sawah/tambak, sungai,
Tujuan : 4. Pembinaan, (JAMULA) saluran air. Hal ini
“Meningkatkan | pengawasan dan 2. Adanya sangat berpengaruh
Kepuasan pengendalian perencanaan, terhadap kondisi muka
Masyarakat teknis DED, Inspeksi air tanah pada lapisan
terhadap pembangunan, jalan dan leger, tanah dasar
Infrastruktur pemeliharaan dan Data Dasar (grade/subgrade), dan
Daerah yang pemanfaatan jalan Jalan (DD1), juga berakibat rawan
Ramah dan jembatan; Data Dasar longsor
Lingkungan” 5. Penyuluhan dan Jembatan (DD2) | 5. Kondisi elevasi muka

pemberian air tanah yang tinggi,
Indikator perijinan sesuai yaitu posisi ketinggian air
Tujuan : dengan kebijakan yang bergerak di dalam
“Indeks yang ditetapkan tanah yang terdapat di
Kualitas kepala daerah; dalam ruaang antar butir
Pelayanan 0. Pelaksanaan - butir tanah yang
Infrastruktur” analisis dan meresap kedalam tanah
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Sasaran :
“Meningkatnya
Infrastruktur
yang Berkualitas

Dan Merata.”

Indikator
Sasaran : “Indeks
Infrastruktur”

Program
Prioritas pada
RPJMD :
“Program
Penyelengga-raan
Jalan
Kabupaten/
Kota”

evaluasi tentang
peranan dan
status jalan dan
jembatan;

7. Pelaksanaan
pengawasan
fungsional bidang
pekerjaan umum
binamarga;

8. Pembinaan,
pengawasan,
pengendalian dan
pemeliharaan
peralatan /
perbekalan serta
pemberdayaannya;
9. Pelaksanaan
ketatausahaan dan
rumah tangga
dinas;

10. Pelaksanaan
tugas-tugas lain
yang diberikan
oleh kepala daerah
sesuai dengan
tugas dan
fungsinya.

dan bergabung
membentuk lapisan
tanah, akan berpengaruh
terhadap nilai daya
dukung tanah dasar
(grade/subgrade) dimana
daya dukung tanah
merupakan kemampuan
tanah untuk menahan
tekanan yang akan
menopang konstruksi
jalan dan beban yang
ada di atasnya. Hal ini
mengakibatkan tekstur
tanah menjadi lunak,
serta membuat jalan
lebih cepat rusak.

6. Lapisan Permukaan
tanah mempunyai nilai
daya dukung yang
rendah / CBR (California
Bearing Ratio) dan nilai
Kembang susut tinggi
(Expansive & soils).

7. Peralatan yang kurang
memadai

8. Keterbatasan
Anggaran untuk
penanganan
infrastruktur jalan

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 2021-2026 | 1l -56




3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI
Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra
Kementerian PUPR, karena Dians PU Bina Marga bertugas dibawah
wewenang PUPR. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan
sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian
PUPR di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi PU Bina Marga,
sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor
pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PU Bina
Marga ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan
Renstra Kementerian PUPR. Selanjutnya faktor pendorong dan
faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu
Berikut
Kementerian PUPR.

strategis. disajikan matrik hasil telaahan Renstra

TABEL III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Renstra Kementerian Permasalahan Faktor Faktor
PUPR PD Penghambat Pendukung
(Sasaran Strategis PD PD
Sektor Bina Marga
PUPR)
Peningkatan Perencanaan, Perencanaan Adanya upaya
penge%turan dan Pengendalian, dan evaluasi untuk terus
pembinaan kinerja .
penyelenggaraan Pengaturan, penyelenggaraan meningkatkan
jalan dan jembatan. | Pembinaan belum optimal kualitas
Indikator Penyelenggaraan Penaggular.lgan perencanaan,
) . . darurat akibat .
e Tingkat kualitas | dan evaluasi pengendalian

perencanaan dan
evaluasi kinerja

pembangunan

bencana belum
optimal

dan evaluasi di

penyelenggaraan daerah belum Pencapaian Kabupaten
jalan optimal Pelmbzngu han Lamongan
. jalan dan _
¢ Tingkat Il,ay anan jembatan belum Semakin
genaggtu ?;Ea? optimal strategisnya
b::é;iaa e Pencapaian peran tahapan
) kualitas kondisi
e Tingkat jalan dan perencanaan
pencapaian sebagai
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pembangunan jembatan belum konsekuensi
jalan optimal tuntutan dalam
e Tingkat e Sarana dan b
) akuntabilitas
pencapaian Prasarana yang
kualitas kondisi kurang memadai penyelenggaraa
jalan dan n pemerintah
] e'mbatan daerah
e Tingkat
pencapaian e Komitmen dan
pembangunan etos kerja ASN
jembatan o
yang tinggi

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PADA RPJMD
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk
perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk
perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata
ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan
Tahun 2020 - 2039.

Dinas PU Bina Marga sebagai Perangkat daerah yang
membidangi urusan Perencanaan berkewajiban memfasilitasi
perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran IV
tentang Indikasi Program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indikasi
program di RTRW. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dilakukan dengan menyandingkan Indikasi Program pada Lampiran
4 RTRW yang harus diampu oleh Dinas PU. Bina Marga dengan
tugas pokok fungsi Dinas PU Bina Marga, sehingga dapat
diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PU Bina Marga.

Berikut disajikan matriks hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan
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Wilayah Kabupaten Lamongan 2010 - 2030. Yang mempunyai

Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Penataan Ruang Wilayah

Kabupaten Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan

adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor
pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan
penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari
bencana alam.

Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten adalah

1) sebagaimana spasial dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD);

2) sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional,
provinsi, dan daerah;

3) sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan
daerah;

4) sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku
kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di
kabupaten.

Kedudukan RTRW Kabupaten dalam penyelengaraan
pemerintahan daerah adalah :

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral
lainnya;

c. Sebagai pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang;

d. Sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang di daerah;

e. Sebagai pedoman penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk

investasi;

i

Sebagai pedoman penataan ruang Kawasan Strategis;

g. Perwujudan keserasian pembangunan antar sektor;
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h. Perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembanguan di

setiap WP.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Berdasarkan

tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan, maka

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

1.

Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara
sebagai penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan
sebagai penunjang kegiatan agropolitan;

Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan
permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan serta
integrasi antar kegiatan wilayah;

Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan
pertanian, industri dan pariwisata;

Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga
kelestarian lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem
keberlanjutan dalam jangka panjang;

Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-
Paciran sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan
pariwisata, pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan
perdagangan skala regional dan Kawasan Ngimbang sebagai
pengembangan kegiatan agro-industri;

Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi

pengembangan kawasan pantai utara Jawa Timur
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TABEL III.4
TELAAH RTRW KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 - 2039

Faktor Faktor
Kebijakan Program Tupok Permasalahan
Penghambat| Pendukung
RTRW si PD PD
PD PD
1. Rencana 1. Perumusan | Rencana 1. Masih 1Kebijakan
Pengembangan kebijakan Pembangu belum Pemda
Jalan Lingkar Utara o nan jalan adanya Kabupaten
L teknis bidang .
amongan lingkar aturan Lamongan
(Menghubungkan Deket [Pekerjaan utara (regulasi) dalam
Lamongan-Turi) Umum Bina Lamongan yang jelas | mendukung
(Ring dan pasti Pembanguna
Marga; .
Road) yang | terkait n Jalan
2. Penyusunan| sampai aset Lingkar
2. Rencana rencana teknis| sekarang pemerinta | Utara ( Ring
Pemantapan Jalan belum ada | h pusat Road Utara
Provinsi seb ; pembangunan ) .
rovinsi sebaga realisasi, yang Lamongan),
Jalan Kolektor dan dikarenaka | proses sanggup ikut
Primer Dua (JKP2) rehabilitasi, n sisa pembelian | membiayai
1. Babat — batas . pemeliharaan pembebasa | /pembeba | pembebasan
Kabupaten Jombang; n lahan san sisa lahan
2. Jalan Lamongrejo; dan yang lahannya | jalan lingkar.
3. Jalan Achmad pemantauan; | belum didanai 2-26 Sudah
Dahlan; 3 selesai oleh APBD | tertuang
4. Jalan Sunan Drajad,; Propinsi/K | dalam
5. Jalan Raya Mantup; |Penyelenggara abupaten. | RTRW.
6. Lamongan — batas an
Kabupaten Mojokerto.
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3. Rencana
Peningkatan Fungsi
Menjadi Jalan
Kolektor Primer Tiga
(JKP-3)

1. Sukodadi —
Karanggeneng;

2. Karanggeneng -
Peti’in; 3. Peti’in —
Banjarwati;

4. Mantup —
Balongpanggang
(Gresik)

pembangunan
dan
pemeliharaan
jalan dan
jembatan;

4. Pembinaan,
pengawasan
dan
pengendalian

teknis

4. Rencana
Pengembangan
Jalan Lingkar
Selatan Lamongan

(Menghubungkan Jalan
Pahlawan - Jalan
Sumargo)

pembangunan,
pemeliharaan
dan
pemanfaatan
jalan dan
jembatan;

5. Penyuluhan

5. Rencana
Pengembangan

Jalan Lingkar

Selatan Babat
(Menghubungkan
Kecamatan Babat —
Kabupaten Bojonegoro)

dan pemberian
perijinan
sesuai dengan
kebijakan yang
ditetapkan
kepala daerah;

6. Pelaksanaan

6. Rencana
Pengembangan

Jalan Lingkar

Selatan Pantura
(Menghubungkan
Kecamatan Paciran —
Kecamatan Solokuro —
Kecamatan Brondong

analisis dan
evaluasi
tentang

peranan dan

2.Sebagian
dari Jalan
Kolektor
Primer 2
berada di
wilayah
perkotaan
tidak
sesuai
dengan
kawasan
peruntuka
nnya
sebagaima
na
tertuang
dalam
RTRW.

3. Belum
terealisasi
nya
usulan
kenaikan
status
jalan
kabupaten
menjadi
jalan
provinsi
serta
belum
lengkapny
a
persyarata
n teknis
(Leger dan
sertifikat
jalan).
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7. Rencana
Pengembangan

Jalan Lingkar Timur
Lamongan
(Menghubungkan Desa
Bakalanpule-Desa
Tambakrigadung)

8. Rencana
Pengembangan
Frontage Road
(Menghubungkan
Deket Lamongan-
Sukodadi Pucuk-Babat)

9. Rencana
Pengembangan

Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan Babat
—Sekaran — Maduran -
Karanggeneng —
Kalitengah —
Karangbinangun)

10. Rencana
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan
Pucuk — Sekaran —
Maduran

— Laren — Solokuro -
Brondong — Paciran)

status jalan
dan jembatan;
7. Pelaksanaan
pengawasan
fungsional
bidang
pekerjaan
umum
binamarga;
8. Pembinaan,
pengawasan,
pengendalian
dan
pemeliharaan
peralatan /
perbekalan
serta
pemberdayaan
nya,
9. Pelaksanaan
ketatausahaan
dan rumah
tangga dinas;
10.
Pelaksanaan
tugas-tugas

lain yang

4. Belum
adanya
penetapan
lokasi
(Penlok).
5.
Sebagian
besar
proses
pembebas
an lahan
belum
terealisasi
6. Belum
dilaksana
kan
Masterpla
n, DED,
UKL/UPL.
7. Belum
adanya
penetapan
lokasi
(Penlok).
8. Belum
dilaksana
kanDED,
UKL/UPL.
9s/d 26
belum ada
DED.
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11. Rencana diberikan
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan dengan tugas
DeketKarangbinangun dan

- Dukun (Gresik)
12. Rencana
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan
Glagah

13. Rencana
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan
Tikung

— Sarirejo — Kabupaten
14. Rencana
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan
Solokuro — Paciran)

oleh kepala

daerah sesuai

fungsinya.

15. Rencana
Pengembangan
Jalan Lokal Primer
(Jalan yang
menghubungkan
Tikung - Sarirejo -
Benjeng (Gresik))

16. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghungkan
Lamongan — Sukodadi)
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17. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Lamongan — Sukodadi —
Sugio — Kedungpring;

18. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Tikung - Kembangbahu
— Mantup)

19. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Tikung — Kembangbahu
— Sugio)

20. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Tikung — Mantup -
Sugio — Kedungpring)

21. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Modo - Kedungpring —
Modo - Bluluk -
Sukorame)

22. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Sukorame — Jombang)
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23. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Bluluk — Sukorame -
Bojonegoro)

24. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Jalan
yang menghubungkan
Ngimbang — Bluluk)

25. Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer (Rencana
Pengembangan Jalan
Lokal Primer)

26. Jalan yang
menghubungkan
Ngimbang — Bluluk
(Seluruh desa di
Kabupaten Lamongan)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat
penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan
Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam
pengambilan  keputusan pembangunan maka diharapkan
kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada
RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian
indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD
(kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) YANG menjadi

tanggung jawab PU Bina Marga dengan tugas pokok fungsi PU Bina
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Marga, sehingga dapat di identifikasi faktor penghambat serta
faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PU
Bina Marga ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan
matriks hasil telaahan KLHS RPJMD

TABEL III.5 TELAAH KLHS PADA RENSTRA
DINAS PU. BINA MARGA

Kebijakan Faktor

KLHS Permasalahan Penghambat Faktor Pendukung
Membangun - Belum - Sering - Sudah tertuang
Infrastruktur terintegrasinya | berubahnya dalam RTRW Tahun
yang perencanaan perencanaan | 2020-2039.
Tangguh, pembangunan pembangunan
Meningkatkan jalan tol, jalan ditingkat
Industri Inklusif | nasional, nasional
dan provinsi dan maupun
Berkelanjutan, kabupaten provinsi.
serta Mendorong @ maupun
Inovasi dengan

pengembanga

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis
lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama
S (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi
kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panj

Dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur/Jalan yan

baik maka perlu dikenali berbagai permasalahan yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat
terhadap keberhasilan tercapainya tujuan.

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan
jalan di Kabupaten Lamongan meliputi :

1. Perlu adanya penambahan sumberdaya terkait dengan rencana
pengambangan wilayah atau Kawasan khusus yang berkaitan
dengan PU Bina Marga.

2. Rendahnya kesadaran pengguna jalan yang seringkali
melanggar terhadap ketentuan batas maxsimal muatan yang
diijjinkan (Over Loading) masih menjadi faktor dominan terhadap
proses penurunan fungsi pelayan jalan.

3. Adanya disparitas infrastruktur antara desa dan kota, antara
pusat-pusat produksi unggulan serta pusat-pusat distribusi dan

pemasararn.

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA 2021-2026 | Il -68




BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi,
maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu
pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran
(IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-
2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil
yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan merujuk
pada dokumen RPJMD maka Misi yang dapat didukung secara
langsung. Adapun misi yang sesuai dengan tupoksi Dinas PU Bina
Marga yakni Misi ke 3 yaitu “ Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”. Dalam rangka
mendukung pencapaian misi 3 tersebut maka ditetapkan :

Tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan.

Sasaran strategis yang ditetetapkan guna pencapaian tujuan
tersebut adalah “Meningkatnya kuantitas dan kualitas Insfrastruktur
Jalan dan Jembatan. Guna mewujudkan misi, tujuan serta sasaran dalam
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka Dinas PU Bina
Marga menetapkan tujuan serta sasaran OPD. Pemahaman mengenai
kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator

Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah

dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :
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o CASCADING Misl 3

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Sasaran 9:

Meninghkatnya Infrastruktur Yang Berkualitas Dan

Merata

Sasaran 10: Sasaran 11:
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kapasitas Keslapeiagaan Bencana.

Indeks Infrastruktur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Ketahanan Daerah

Gambar IV.1 CASCADING MISI III PADA RPJMD Tahun 2021 - 2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas PU Bina
Marga telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi III
RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “ Memantapkan sarana
dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan”
dengan indikator Indek Insfrastruktur jalan dan indek infrastruktur
jembatan. Sehingga tujuan dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Lamongan adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Insfrastruktur jalan dan jembatan”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan
Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapali,
rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan
indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran
yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator

kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan
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terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetap

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang
berkualitas dan merata

2. Meningkatkan Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia di Internal Perangkat Daerah

3. Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan
mendukung operasional kinerja infrastruktur jalan dan
jembatan.

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan
kerangka kinerja Dinas PU Bina Marga dengan RPJMD Kabupaten
Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami

melalui desain cascadingyang disajikan sebagai berikut:
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CASCADING

DINAS PU. BINA MARGA KAB. LAMONGAN

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

;:i:;‘; Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan
Indikator

Tujuan Indeks KepuasaanLayanan Infrastruktur (IKLI)

RPJMD

Sasaran
RPJMD

Indikator
Sasaran

Inflikator Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Tujuan PD
Sasaran
PD
Indikator
Sasaran

Gambar IV.2 CASCADING RENSTRA DINAS PU. BINA MARGA
TAHUN 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program
dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab
pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas PU Bina Marga

Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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CASCADING
DINAS PU. BINA MARGA KAB. LAMONGAN

Tujuan PD

Indikator
Tujuan PD
R _
Indikator
Sasaran
Program PD Program Penyelenggaraan Jalan
Indikator Prosentase Kemantapan Prosentase Kemantapan
Program PD Infrastruktur Jalan Infrastruktur Jembatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Ke pegawaian Perangkat
a Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota EvaluasiKinerja Perangkat Daerah, Daerah, Daerah,
Kegiatan PD "
Indikator : Indikator : Indikator :
Indikator : Persentase Dokumen Perencanaandan  persentase Laporan Administrasi Persentase Aparatur yang disiplin
Dokumen EvaluasiKinerja yang benar Keuangan Tepat Waktu
q dan tepatwaktu
Panjang Jalan Jumlah Jembatan =
Kabupaten dalam Kabupaten dalam Administrasi Umum Perangkat Daerah,  PengadaanBarang Milik Daerah Penyediaan JasaPenunjang Urusan
Kondisi Mantap Kondisi Mantap Indikator : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah,
Persentase Sarana Prasarana Aparatur Lndlkat?r : Indikator : - )
dengan KondisiBaik Sarana dan Persentase Pelayanan Administrasi
aparatur dengan kondisi baik Perkantoranyangbaik
Pemeliharaan BarangMilik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
Indikator :
Persentase unit Kerja penunjang urusan
pemerintahanyang terlayani dengan baik
Penanggung
— _

Gambar IV.3 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada RENSTRA
Dinas PU. Bina Marga Tahun 2021 — 2026
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Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan

target kinerja selama S tahun pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PU BINA MARGA

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN KE-
NO.| TUJUAN SASARAN INDIK‘;‘:‘S):R'IXI{IJUAN/ 2020
(Kondisi | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Awal)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10)
1 | Mewujudkan
Indeks Insfrastruktur
Pelayanan - jalan dan Jembatan 83,80 | 78,42 | 79,58 | 80,24 | 80,81 | 81,47
Jalan dan
Jembatan Meningkatnya Indeks Infrastruktur
Andal dalam Kualitas dan Jalan 79,05 | 80,74 | 81,62 | 81,90 | 82,29 | 82,86
mendukung Kuantitas Jalan
kelancaran dan Jembatan | Indeks Infrastruktur 78,69 | 76,10 | 77,54 | 78,57 | 79,33 | 80,08
transpotrasi Jembatan
dan Meningkatnya
peningkatan Manajemen Nilai SAKIP
perekonomian | Internal Dinas PU Bina Marga 84,78 | 85,03 | 85,28 | 85,53 | 85,78 | 86,03
Perangkat
Daerah
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PENYELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER

Tabel IV.2

DATA, DAN PENETAPANTARGET

Taijuan Indikator Definisi Formulasi Kondisi | Kondisi

Kinerja Tujuan Operasional Awal Akhir

Mewujudkan Indeks Indikator ini ¥ Nilai Indeks Jalan + Nilai Indeks Jembatan 83,80 81,47

Pelayanan Infrastruktur menghitung rata- 2

Jalan dan Jalan dan rata indikator

Jembatan Jembatan sasaran yang

Andal dalam terdiri dari

mendukung indeks

kelancaran infrstruktur jalan

transportasi dan indeks

dan infrastruktur

peningkatan jembatan

perekonomian
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Target

Sasaran |Indikator Formulasi DeﬁH.ISI SCTLDE? | LGttty Kondisi

Operasional Data Awal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Akhir

Meningkat| Indeks Menghitung Indeks Jalan Indikator ini e Inpeksi | 79,05 | 80,74 | 81,62 | 81,90 | 82,29 | 82,86 | 82,86

nya Insfrast | Melalui 3 Tahapan menghitung Lapangan

Kualitas ruktur 1. Menghitung Presentase capaian sasaran |* survei

dan jalan Panjang Jalan Kondisi panjang jalan

Kuantitas Mantap dengan rumus : yang tertangani

Jalan dan Y~ Panjang Jalan Kabupaten | dan dalam

Jembatan dalam kondisi Mantap kondisi mantap

Y Panjang Jalan Kabupaten
2. Menghitung Score dari
Presentase Panjang Jalan
Kabupaten Kondisi Mantap
3. Pembobotan Score
Panjang Jalan Kabupaten
dalam Kondisi Mantap
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Sumber Kondisi

Sasaran |Indikator Formulasi Definisi Operasional Data Awal | 2022 | 2023 | 2024 K:11{11c11i1:1
Indeks |Menghitung Indeks Indikator ini e Inpeksi 78,69| 76,10| 77,54| 78,57| 79,33| 80,08/ 80,08
Insfra |JembatanMelalui 3 menghitung capaian | Lapangan
struktur |Tahapan sasaran jumlah unit | ®survei
jemba 1. Menghitung Presentase |jembatan yang
tan Unit Jembatan Kondisi tertangani dan dalam
Mantap dengan rumus : |kondisi mantap

Z Unit Jembatan
Kabupaten dalam kondisi
Mantap

Z Unit Jembatan
Kabupaten

2. Menghitung Score dari
Presentase Unit Jembatan
Kabupaten Kondisi
Mantap

3. Pembobotan Score Unit
Jembatan Kabupaten
dalam Kondisi Mantap
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Meningkat
nya
Manajmen
Internal
Perangkat
Daerah

Nilai
Sakip
Dinas
PU Bina
Marga

Penilaian Dari Inspektorat

Nilai Sakip
merupakan
akumulasi penilaian
dari

komonen
manajemen kinerja
yang dievaluasi yaitu
Perencanaan
Kinerja,
Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja,
Evaluasi

Internal dan
Pencapaian

Kinerja. Nilai SAKIP
PD

dikeluarkan oleh
Inspektorat

RENSTRA,
RENJA
LKjIP

84,78

85,03

85,28
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Target

. . . . . Kondisi =
Program Indikator Formulasi Definisi Operasional Awal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 K:l1;11§111:1
Penyelengga- |Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan | 84,20% |89,01% |90,33%|91,12% |92,20% |93,79% | 93,79%
raan Jalan Kemantapan Panjang Jalan Kabupaten adalah panjang jalan kabupaten
Infrastruktur dalam KondisiMantap__y ;o |yang sudah tertulis dalam SK
Total Panjang Jalan Kabupaten .
Jalan Bupati Lamongan Nomor :
188/368/KEP/413.013/2020
dengan kondisi baik dan sedang
Prosentase
Kemantapan Jumlah Jembatan Kabupaten Kemantapan Infrastruktur
Infrastruktur | fEEEEeRGe R 100 |Jembatan adalah jumlah 83,22% |77,23%|80,10% |82,98%|85,08% |87,17% | 87,17%
Jembatan Seluruhnya (Unit) jembatan kabupaten dalam
kondisi baik dan sedang
Eenunjang Nilai IKM Melakukan survey Terselgnggarany a program tah
rusan Internal Dinas | pelayanan internal penunjang urusan pemerinta
Pemerintahan . . . ’ daerah dengan melakukan survey] 84 86 87 88 89 90 90
PU Bina kemudian dilakukan
Daerah Marea erhitunean SKM kepada 100 orang terhadap 9
Kabupaten/ g P g variabel pelayanan, yakni :
Kota Total dari 1. Persyaratan Pelayanan
Nilai persepsi 2. Prosendur Pelayanan
%xm‘lai Penimbang |3. Waktu Pelayanan
yang terisi 4. Biaya Pelayanan

5. Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

8. Maklumat Pelayanan

9. Penanganan Pengaduan,

Sarana dan Masukan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus
dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerah (strategy-focused management). Rumusan
strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai, tahapan dalam mencapainya dan serangkaian

kebijakan didalamnya.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi
terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam beberapa sasaran
bersifat inherentdengan satu tema dan satu strategi dapat dirumuskan

untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Lamongan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dapat dilihat pada tabel

berikut :
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TABEL V.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan

Misi Ketiga: Mewujudkan Insfrastruktur Handal dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan merata

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Meningkatnya kualitas 1. Menyusun outline Data |Mempersiapkan sarana dan
Jalan dan Jembatan Andal dan kuantitas Jalan base Jalan dan Jembatan |Prasarana penyiapan Database Jalan
dalam mendukung dan Jembatan dan Jembatan
kelancaran transportasi dan 2. Memantapkan kondisi Membangun Jalan dan Jembatan
peningkatan perekonomian jalan dan jembatan Meningkatkan Jalan

sesuai dengan petunjuk Merehabilitasi Jalan dan Jembatan

teknis dan kondisi tanah Memelihara Jalan dan Jembatan

dan topografi

3. Penyusunan rencana Membangun jaringan jalan untuk
pengembangan jaringan mendukung kawasan strategis,
jalan menciptakan kawasan

pengembangan perekonomian
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Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka
perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan
menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut

sebagai berikut:

TABEL V.2
LINEARITAS ARAH KEBIJAKAN RPJMD DENGAN RENSTRA DINAS
PU. BINA MARGA KAB. LAMONGAN

Time Horizon Arah

Arah Kebijakan RPJMD yang
Arah Kebijakan
No | Kebijakan Terkait Renstra PD
Renstra PD
RPJMD

2022 2023 2024 2025|2026

1. |[Meningkatkan |I. Mempersiapkan

kualitas dan sarana dan

kuantitas Prasarana

| . N N A N AN
jalan dan penyiapan

jembatan Database Jalan

dan Jembatan

2. Membangun jalan

dan Jembatan

3. Merehabilitasi
Jalan dan N N N N N

Jembatan

4. Memelihara Jalan

dan Jembatan N N \ \ N
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Lamongan selama tahun 2021 s/d 2026
sebagaimana termaktup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dengan berbagai perubahannya terakhir diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 — 3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah adalah adalah sebagai
berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota:
»  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan
Ikhtisar realisasi Kinerja OPD.
»  Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun OPD
- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD
»  Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapanya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsinya
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»  Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Kantor Dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

- Penyediaan Bahan logistik

- Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan .

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsoltasi OPD

» Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
»  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas
jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau
lapangan.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Perijinan Alat Besar

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan
Bangunan Lainya

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Sarana Gedung

kantor atau Bangunan Lainnya’
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2. Program Penyelenggaran Jalan

» Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota

-  Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan  Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan.

- Pengelolaan Leger Jalan

- Survey Kondisi Jalan/Jembatan

- Pembangunan Jalan

- Pemeliharaan Berkala Jalan

- Pemelihraan Rutin Jalan

- Pembangunan Jembatan

- Pemeliharaan Rutin Jembatan

Untuk selengkapnya sebagaimana table berikut :
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RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH DINAS PU BINA
MARGA PROVINSI JAWA TIMUR KABUPATEN LAMONGAN

TABEL VI.1

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Capai Kondisi Kinerja
Kinerja an pada akhir Perang
Tujuan Sasar Kode Programdan | Pprogramdan | Awal 2022 2023 2024 2025 2026 periode Renstra | |
an Kegiatan Kegiatan Kiner
g Perangkat D
. aerah
( Ja Daerah
2020
) target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Mewujudkan [Meni |1|0| 1 Program Prosentase
Pelayanan ngkat 3|0 Penyelengga | Kemantapan BAI0% | B.00% 9033 §.17% 92.20 HE;JEI 93.75%
Jalan dan nya raan Jalan Infrastruktur % "
i 145.935.570.
Jembatan Kualit Jalan 35905121 140.608.138 142.312.309 144.086.943 43 145.935.570
Andal dalam  |as dan Prosentase 78700 799 14 840 431
Mendukung Kuan Kemantapan g% | 7173% 8010% 82.98 85.08 8117 8717%
Kelancaran titas Infrastruktur ' ' ' % % % '
Transportasi Jalan Jembatan
dan dan 101 2. Penyelengga | Panjang Jalan
Peningkatan Jem- 3]0 0 raan Jalan Kabupaten 48116 392,32 U397 B01112 |08.000.000 | BOB.36 110,000,000 613,05 | 116.000.000 | 62417 | 120.000.000 B24 [Tk 120.000.000
Perekonomian |batan 1 | Kabupaten | dalam Kondisi km km opron | Km 00| Km Copnp | D00 | Km doo | o
/Kota Mantap
Jumlah
Jembatan 295 46.541.09 32.608.138 317 32.312.309 | 3725 333 25.935.979 25.935.079
Ea:"”palé‘e”d, | Ry | poon | TEUC T e g | | e | ORIy g | STy
alam Kondisi :
Mantap
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Meningkat-
kan Manajem-
en Internal
Perangkat
Daerah

Mening
katnya
kepua
san
apara
tur
internal
perang
kat
daerah
terha-
dap
penye-
lengga
raan
mana-
jemen
internal
perang-
kat
daerah

0 Program Nilai IKM Dinas
0 Penunjang PU Bina Marga
1 Urusan
pemerintahan wo| w | STU g | BMES) | GWUE| g | B g | S|
Daerah
Kabupaten
/Kota
ol 2. Perencana | Persentase 100% 53.0000 | 100% 53.000.00 100% 53.000.00 | 100% 53.000.00 | 100% 93.000.00 100% | 93.000.000
0| 01 an, Dokumen 0 0 0 0 0
1 Pengangga | Perencanaan
ran, dan dan Dokumen
Evaluasi Evaluasi Kinerja
Kinerja yang benar dan
Perangkat | tepat waktu
Daerah
ol 2. Adminis- | Persentase 100% 4793 | 100% | 47992341 | 100% | A799234) | 100% | A7992341 | 100% | 4799234 | 100% | 4799234125
ol 02 trasi Laporan 234125 25 25 25 25
1 Keuangan | Administrasi
Perangkat | Keuangan Tepat
Daerah Waktu
ol 2. Adminis- Persentase 100% 48.284.00 100% | 49.284.000 100% | 48.284.000 | 100% | 49.284.000 | 100% | 49.284.000 100% | 48.284.000
0| 05 trasi Aparatur yang 0
1 Kepegawai | disiplin
an
Perangkat
Daerah
ol 2. Adminis- Persentase 100% 243.318.2 100% 16295966 | 100% | 182252642 | 100% | 24520554 | 100% | 292.818.80 100% | 292.818.900
0| 06 trasi Sarana 7 7 B 0
1 Umum Prasarana
Perangkat | Aparatur
Daerah dengan Kondisi

Baik
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0| 2. Pengadaan | Persentase 100% 283872, 100% | 200.000.00 100% | 28367200 | 100% | 28367200 | 100% | 28367200
0| 07 Barang Sarana dan 000 0 0 0 0
1 Milik prasarana

Daerah aparatur

Penunjang | dengan kondisi

Urusan baik

Pemerinta

h Daerah
ol 2. Penyedia Persentase 100% 982.6%4. 100% | 98269400 | 100% | 98263400 | 100% | 982.634.00 | 100% | 982.634.00 982.694.00
0| 08 an Jasa Pelayanan 000 0 0 0 0 0
1 Penunjang | Administrasi

Urusan Perkantoran

Pemerin- yang baik

tahan

Daerah
ol 2. Pemelihar | Persentase unit 0% 518.982. I00% | 4898260 | 100% | 39729621 | 100% | 41B9R260 | 100% | 45953793 I00% | 45053793
0| 09 aan Kerja penunjang 600 0 B 0 5 ]
1 Barang urusan

Milik pemerintahan

Daerah yang terlayani

Penunjang | dengan baik

Urusan

Pemerinta

han

Daerah
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam mencapai visi dan misi juga telah ditetapkan tujuan
dan sasaran yang menunjukkan prioritas tertinggi yang harus
dicapai oleh dinas. Dalam hal ini ditetapkan indikator indikator
kinerja utama yang digunakan sebagai alat ukur atau evaluasi
dalam mencapai target. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu unit kerja yang
difokuskan untuk mencapai Misi Kedua dan Misi Ketiga dengan
Tujuan dan sasarannya masing-masing.

Penetapan Indikator kinerja OPD dimaksudkan untuk
memberikan gambaran terhadap keberhasilan pencapaian Visi dari
OPD dalam menunjang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Suatu
Indikator Kinerja OPD dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari beberapa indikator capaian kinerja program terhadap
capaian indikator Kinerja Daerah. Adapun Penetapan Indikator
kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan

selengkapnya disajikan dalam table berikut :
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TABEL VII. 1
INDIKATOR KINERJA PU. BINA MARGA

Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
No Indikator awal periode RPJMD pada akhir periode
2020 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
1) ) ) 4) (5) (6) (7) (8) ©)
Indeks Infrastruktur Jalan dan
1 83,80 78,42 79,58 80,24 80,81 81,47 81,47
Jembatan
2 - Indeks Infrastruktur Jalan 79,05 80,74 81,62 81,90 82,29 82,86 82,86
- Indeks Infrastruktrur Jembatan 78,69 76,10 77 54 78,57 79,33 80,08 80,08
- Nilai SAKIP 86,03
Dinas PU Bina Marga 84,78 85,03 85,28 85,53 85,78 86,03
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BAB VIII
PENUTUP

Perencanaan Strategi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai penjabaran
dari tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam  penyelenggaraan
pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian Perencanaan Strategis ini dijadikan sebagai
pedoman rencana operasional Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan
Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam

Perencanaan Strategis Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 - 2026.

Lamongan, 24 September 2021

JARWO, ST., MM.
Pembina TK I
NIP. 19740930 200112 1005
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LAMPIRAN
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PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN
PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS PU. BINA MARGA TAHUN 2021-2026

Uraian Indikator Definisi Operasional Formulasi
Tujuan: Indeks Indikator ini menghitung | Z Nilai Indeks Jalan + Nilai Indeks Jembatan
Mewujudkan Pelayanan | Infrastruktur Jalan |rata-rata indikator sasaran 2
Jalan dan Jembatan dan Jembatan yang terdiri dari indeks

Andal dalam
mendukung kelancaran
transportasi dan

infrstruktur jalan dan indeks
infrastruktur jembatan

peningkatan

perekonomian

Sasaran : Indeks Indikator ini menghitung Menghitung Indeks Jalan Melalui 3
Meningkatnya Kualitas | Insfrastruktur jalan | capaian sasaran panjang jalan | Tahapan

dan Kuantitas Jalan
dan Jembatan

yang tertangani dan dalam
kondisi mantap

1. Menghitung Presentase Panjang
Jalan Kondisi Mantap dengan rumus:
Z Panjang Jalan Kabupaten dalam
kondisi Mantap

Z Panjang Jalan Kabupaten

2. Menghitung Score dari Presentase
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi
Mantap

3. Pembobotan Score Panjang Jalan
Kabupaten dalam Kondisi Mantap
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Uraian Indikator Definisi Operasional Formulasi
Indeks Indikator ini menghitung Menghitung Indeks JembatanMelalui 3
Insfrastruktur capaian sasaran jumlah unit | Tahapan
jembatan jembatan yang tertangani dan | 1. Menghitung Presentase Unit
dalam kondisi mantap Jembatan Kondisi Mantap dengan
rumus :
Z Unit Jembatan Kabupaten dalam
kondisi Mantap
Z Unit Jembatan Kabupaten
2. Menghitung Score dari Presentase
Unit Jembatan Kabupaten Kondisi
Mantap
3. Pembobotan Score Unit Jembatan
Kabupaten dalam Kondisi Mantap
Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Nilai Sakip merupakan Penilaian dari Inspektorat
Meningkatnya PU Bina Marga akumulasi penilaian dari

Manajemen Internal
Perangkat Daerah

komonen manajemen kinerja
yang dievaluasi yaitu
Perencanaan Kinerja,
pengukuran Kinerja,
pelaporan Kinerja, Evaluasi
Internal dan Pencapaian
Kinerja. Nilai SAKIP PD
dikeluarkan oleh Inspektorat
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Uraian

Indikator

Definisi Operasional

Formulasi

Program:

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Nilai IKM Internal
Dinas PU Bina
Marga

Terselenggaranya program
penunjang urusan pemerintah
daerah dengan melakukan
survey kepada 100 orang
terhadap 9 variabel
pelayanan, yakni :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosendur Pelayanan

3. Waktu Pelayanan

4. Biaya Pelayanan

5. Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan

6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana

8. Maklumat Pelayanan

9. Penanganan Pengaduan,
Sarana dan Masukan

Nilai Interval SKM

Nilai persepsi
per unsur
Total unsur
yang terisi

x Nilai Penimbang

Program
Penyelenggaraan Jalan

Prosentase
Kemantapan
Infrastruktur Jalan

Kemantapan Infrastruktur
Jalan adalah panjang jalan
kabupaten yang sudah
tertulis dalam SK Bupati
Lamongan Nomor :
188/368/KEP/413.013/2020
dengan kondisi baik dan
sedang

Panjang Jalan Kabupaten
dalam Kondisi Mantap

Total Panjang Jalan Kabupaten

x 100

Prosentase
Kemantapan
Infrastruktur
Jembatan

Kemantapan Infrastruktur
Jembatan adalah jumlah
jembatan kabupaten dalam
kondisi baik dan sedang

Jumlah Jembatan Kabupaten

dalam Kondisi Mantap (Unit)

Jumlah Jembatan Kabupaten x 100
Seluruhnya (Unit)
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